
BUPATI EMPAT LAWANG 

PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG 

NOMOR /lj TAHUN 2010 

TENTANG 

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

KABUPATEN EMPAT LAWANG 

BUPATI EMPAT LAWANG, 

Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Oaerah 

dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

·sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah agar 

pengelolaan keuangan daerah ·dapat dilaksanakan dengan 

efektif, efisien, tertib, transparan dan bertanggung jawab , 

sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 Peraturan Menteri 

. Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah, Sistem dan Prosedur Pengelolaan 

Keuangan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan huruf b di atas untuk mewujudkan 

kesamaan dan keterpaduan langkah bagi seluruh Satuan 

Kerja Perangkat Oaerah (SKPD)diilngkungan Pemerintah 

Kabupaten Empat Lawang, dipandang perl1,1 diatur dengan 

Peraturan Bupati. 

fal.111 I 1111a, Sumatera Km. 3,5 Talang Banyu, 
I t:bi11g Tinggi Tclp. (0702) 21007 



' . 

Mengingat: 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari 

Kolus1. Korupsi dan Nepotism~ (Lembaran Negara RI 

Tahun 1999 Nomor. 75, Tambahan Lembaran Negara RI 

Nomor 3851), 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI T ahun 

~004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 

4355). 

4. Undang-Undang Nomor 15,. Tahu,n 2004 tentang 

Pemenksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66; 

"Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

RI Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara 

RI Nomor 4421 ); 

6. Undang-Undang Nomor 32 -Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) 

sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang 

Nomor 12 T ahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 

Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor4438); 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun~ 2007 tentang 

Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi 



S1,1matera Selatan (Lembaran _Negara RI Tahun 2007 

Nomor 3. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4677); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tabun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 

2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 

130); 

Io. Peraturan Pemerintah Nomor 24 T ahun 2005 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara RI 

Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI 

Tahun 2005 Nomor 4503); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 T ahun 

2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 

Pimp1nan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara RI T ahun 

2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 

4540). 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 

Nomor 136; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4574); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 

137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4575); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI 

Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RI 

Nomor 4576); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang 

Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 

Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 

4577); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor' 58 Tahun 2005 tentang 
,_ 

Pengelolaan Keuangan Oaerah (Lembaran Negara RI 

Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI 

Nomor 4578), 



17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintah Oaerah (Lembaran Negara RI ·Tahun 2005 

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593); 

l 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 

Pengelolaan Bara.ng Milik Negara/Daerah (Leimbaran 

Negara RI Tahun 2006 Nomor 20 ); 

I 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Laporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah 

(Lembaran Negara RI Tahun 2006 Namer 25, Tambahan 

Lembaran Negara RI Nomor 4614-); 

20. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang 

Pedoman Pe1aksanaan Pengadaan Barang/Jasa lnstansi 

Pemenntah sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakh1r dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 

tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden 

Nomor 80 Tahun 2003 tent<:1ng Pedoman Pelaksanaan 

Pengadaan Barang/Jasa lnstansi Pemerintah (Lembaran 

Negara Rl Tahun 2005 Nomor 36 Tambahan Lembaran 

Negara RI Nomor 4330); 

21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 
,, 

2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 

36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi 

Pelaksanaan Pembangunan Kepentingan Umum; 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997, 

tentang Tuntutan Perbendaharawan dan Tuntutan Ganti 

rugi Keuangan dan Barang Daerah: 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan· Keuangan Daerah; 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 

tentang Pedoman Penyusurian Anggaran Pendapatan 

BelanJa Daerah Tahun Anggaran 2007; 

25. Peraturan Daerah Namer 3 Tahun 2008 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Dinas mierah Kabupaten Em pat Lawang; 



Menetapkan : 

26. Peraturan Daerah Nomor 39 TahLJn 2008 tentang Urusan 

Pemenntahan yang menjadi kewenangan Kabupaten 

Empat Lawang. 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG TENTANG 

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG 

BAB I .. -

KETENTUAN UMUM 

Baglan Pertama 

Pengertian 

Pasal1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang; 

2. Pemerintah Oaerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten 

Empat Lawang; 

3. Bupati adalah Bupati Empat Lawang: 

4. Daerah Perwakilan R·akyat Daerah Kabupaten Empat Lawang 

selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Empat Lawang sebagai unsur penyelenggara Pemerintah 

Daerah Kabupaten Empat Lawang, 

5. Keuangan Oaerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam 

rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan 

uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan 

dengan hak dan kewajiban daerah tersebut; 

6. Peraturan Oaerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk 

DPRD dengan persetuJuan bersama Kepala Daerah; 



7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang 

meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,'~ pelaporan, 

pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah; 

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutr,ya disebut 

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang 

dibahas dan disetujt.ii bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah yang masa berlakunya dari tanggal 1 Januari 

sampai dengan 31 Desember tahun berkenaan dan ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah; 

9. Satuan Kerja Perangk~t Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD 

adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah -Daerah selaku Pengguna 

Anggaran / Pengguna Barang; 

10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat 

SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku 

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang juga melaksanakan 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

11. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala 

Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan 

menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah; 

12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang diselanjutnya disebut PPKD 

adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan 'daerah yang 

mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak 

sebagai Bendahara Umum Daerah; 

13. Pengguna Anggaran yang selajutnya disebut PA adalah Pejabat 

pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan 

tugas pokok dan fungs1 SKPD yang dipimpinnya; 

14. Pengguna Barang yang selanjutnya disebut PB adalah pejabat 

pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah; 

15. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD 

adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas 

BUD dan bertanggun9Jawab kepada BUD; 

16. Kuasa Pengguna Anggaran yang selajutnya disebut KPA adalah pejabat 

yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan 



pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi 

SKPD dan bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran; 

17. Kuasa Pengguna Ba rang yang selanjutnya disebut KPB adalah pejabat 

yang diberi · kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan 

pengguna barang dalam penggunaan barang milik daerah dan 

bertanggung jawab kepada Pengguna Barang; 

18. Pejabat Penata usahaan Keuangan SKPO yang selajutnya disebut PPK­

SKPD adalah peJabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan 

pada SKPD: 

19. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK 

adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanak-an satu atau 

beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya; 

20. Bendahara Penenmaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk 

menerima, menyImpan, menyetorkan, menatausahakan dan 

mempertanggungiawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka 

pelaksanaan APBD pada SKPO; 

21. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk 

menerima, menyImpan, membayarkan, menatausahakan dan 

mempertanggungjawabkan uang untuk keperl1::1an belanja daerah dalam 

rangka pelaksanaan APBD pada SKPD; 

22. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari atas satu 

atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan 

perundang-undangan wajib menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban berupa laporan keua_ngan; 

23. Entitas AkuntansI adalah unit .. pemerintahan pengguna 

anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib 

menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk 

digabungkan pada entItas pelaporan; 

24. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau 

beberapa program 

25. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Oaerah yang selanjutnya 

disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) 

tahun; 



26. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disebut 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen 

perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun; 

27. Tim Anggaran Pemenntah Daecah yang selanjutnya disebut TAPD 
' 

adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin 

Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan, serta 

melaksanakan kebiJakan kepala daerah dalarn rangka penyusunan 

APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD, 

dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan; --

28. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen 

yang memuat keb11akan bidang pendapatan, belanja, <!Ian pembiayaan 

serta asumsi yang mendasannya untuk periode 1 (satu) tahun; 

29. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut 

PPAS adalah rancangan program pri.oritas dan patokan batas 

maksimal anggaran yang diberikan ke·pada SKPD untuk setiap 

program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum 

disepakati dengan DPRD; 

30. Prioritas dan Plafon Anggaran yang selanjutnya disingkat PPA 

merupakan program prioritas dan patokan · batas maksimal anggaran 
,, 

yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan 

dalam penyusunan RKA-SKPO sete1ah disepakati dengan OPRD; 

31. Rencana Kerja dan Anggaran SKPO yang selanjutnya disingkat RKA­

SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi 

rencana pendapatan, rencana belanja, program dan kegiatan SKPD 

serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD; 

32. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan 

penganggaran berdasarkan kebijakan;· dengan pengambilan 

keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif 

lebih dari satu tahun anggaran, dengan rri8mpertimbangkan implikasi 

biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya 

yang dituangkan dalam prakiraan maju; 

33. Prakiraan Maju (forward estimate) adalah perhitungan kebutuhan 

dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan 



guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah 

disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya; 

34. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau 

telah dicapai sehubungan dengan pen~rnunaan anggaran dengan 

kuantitas dan kualitas yang terukur; 

35. Penganggaran Terpadu (unified budgeting) adalah penyusunan 

rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk 

seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang 

didasarkan pada prins1p pencapaian efisiens·i''alokasi dana; 
,, 

36. Fungsi adalah perwuJudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu 

yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan 

nasional; 

37. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya 

yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber 

daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai 

dengan misi SKPD, 

38. Kegiatan adal'ah bagian·dari program yang dilaksanakan oleh satu atau 

lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran 

terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan 

pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya 

manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau 

kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut 

sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam 

bentuk barang/jasa, 

39. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau 

keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan; 

40. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh 

kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran 

dan tujuan program dan kebijakan: 

41. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan 

berfungsinya keluaran dari kegiatan~kegiatan dalam satu program; 

42. Otorisasi adalah pemberian kekuasaan yang sah untuk menjalankan 

fungsinya serta hak untuk bertindak atau hak membuat p~raturan untuk 

memerintah orang lain, 



43. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang 

ditentukan oleh Kepala Oaerah untuk menampung seluruh ·penerimaan 

daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah; 

44. Rekening Kas Umurn Oaerah adalah rekening tempat penyimpanan 

uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung 

seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh 

pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan; 

45. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah; 

46. Pengeluaran Daerah adalah uang yang kelucir dari kas daerah; 

47. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui 

sebagai penambah nilai kekayaan bersih; 

48. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui 

sebagai pengurang nilai kekayaan bersih; 

49. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan 

daerah dan belanJa daerah, 

50 Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan 

daerah dan belanja daerah, 

51. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar 

kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada 

tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun 

anggaran berikutnya; 

52. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA 

adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran 

selama satu periode anggaran; 

53. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah 

menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang 
,_ 

dari p1hak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar 

kembali; 
• 

54. Piutang Oaerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada 

pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai 

dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan 

peraturan perundang-undangan atau akib~t lainnya yang sah; 

55. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah 

daerah dan/atau kewajiban pem8rintah daerah yang dapat dinilai 



dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian 

atau berdasarkan sebab lainnya yang sah; 

56. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung 

kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat 

dipenuhi dalam satu tahun anggaran; 

57. lnvestasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat 

ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan/atau 

manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan 

pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat; 

58. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPO yang selanjutnya disebut 

DPA-SKPO merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan 

belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh 

pengguna anggaran selama 1 (satu) tahun anggaran; 

59. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPO yang selanjutnya 

disebut DPPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat perubahan 

pendapatan dan belanJa setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar 
·-

pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran selama 1 

(satu) tahun anggaran, 
• 

60. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang 

bersumber dari penenmaan dan perkiraan arus kas keluar untuk 

mengatur ketersed1an dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan 

kegiatan dalam set1ap periode; 

61. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disebut SPD adalah dokumen 

yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan 

sebagai dasar penerbitan SPP; 

62. Surat Permintaan Pembayaran yang sela!1j_utnya disebut SPP adalah 

suatu dokumen yang diterbitkan oleh PPTK/Bendahara.. Pengeluaran 

untuk mengajukan permintaan pembayaran; 

63. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPP-UP adalah 

dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan 

uang muka kerja pertama yang bersifat pengisian yang tidak dapat 

dilakukan dengan pembayaran langsung; 

64. SPP Ganti Liang Persediaan yang selanjutnya disebut SPP-GU adalah 

dokumen y8ng diajukan Bendaha7a Pengeluaran untuk permintaan , 



pengganti uang persediaan yang bersifat penglsian kembali (revolving) 

yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung; 

65. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPP-TU 

adalah dokumen yang diajukan Bendahara Pengeluaran untuk 

permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan 

SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk 

pembayaran langsung dan uang persediaan; 

66. SPP Langsung yang selanJutnya disebut SPP-LS adalah dokumen yang 
• 

diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran 

gaji dan oleh PPTK untuk pembayaran kepada Pihak Ketiga atas dasar 

Perjanjian Kontrak Kerja atau Surat Perintah Kerja lainnya dengan 

jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu; 

67. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah 

Dokumen yang digunakan atau diterbltkan oleh Pengguna 

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas 

beban pengeluaran DPA-SKPD; 

68. SPM Uang Persed1aan yang selanjutnya disebut SPM-UP adalah 

dokumen yang diterb1tkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna 

Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran OPA-SKPD 

yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan; 

69. SPM Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPM-GU adalah 

dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna 

Anggaran atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya 

dipergunakan·. untuk mengganti uang persediaan yang telah 

dibelanjakan; 

70. SPM Tambahan Uang Persediaan yang seLanjutnya disebut SPM-TU 

adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa 

Pengguna Anggaran untuk penerbltan SP2D atas beban pengeluaran 

DPA-SKPD karena kebutuhan dananya melebihi jumlah batas pagu 

Uang Persediaan yang telah ditetapkan; 

71. SPM Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen 

yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna untuk 

penerbitan SP2O atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak 

ketiga; 



72. SPM Penggantian Uang Persediaan Nihil yang selanjutnya disebut 

SPM-GU Nihil adalah dokumen yang di_~erbitkan oleh Pengguna 

A~ggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk perhitungan saldo uang 

persediaan SKPD pada akhir tahun anggaran yang selanjutnya 

disahkan oleh PPKD, 

73. Surat Perintah Penca1ran Dana yang selanju~.ya disebut SP20 adalah 

dokumen yang d1gunakan sebagai dasar pencairan . .dana yang 

diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM; 

74. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran yang selanjutnya disebut 

SKPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna· Anggaran 

sebagai keterangan atas terhitung mulai bulan dihentikan pembayaran 

gaji Pegawai Negen Sipil, 

75. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang selanjutnya disebut 

SPTB adalah ·pernyataan tanggung jawab belanja yang dibuat oleh 

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas transaksi belanja 

sampai dengan jumlah tertentu; 

76. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat pembantu 

bendahara pengeluaran yang secara fungsional bertanggung jawab atas 

pelaksanaan t-ugasnya; 

77. Pembuat Daftar Gaji yang selanjutnya disebut PDG adalah petugas 

yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran untuk membuat dan 

menatausahakan daftar gaji satuan kerja yang bersangkutan; 

78. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disebut 

SKT JM adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa segala akibat 

dari tindakan PA/KPA yang dapat mengakibatkan kerugian daerah 

menjadi tanggung Jawab sepenuhnya dari PNKPA yang mengambil 

tindakan dimaksud: 

79. Sistem Pengendalian Intern Keuangan Oaerah merupakan suatu 

proses yang berkesinambungan yang dilakukan oleh 

lembaga/badan/unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan 

pengendalian me\alui audit dan evaluasi untuk menjamin agar 

pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan 

rencana dan peraturan perundang~undangan; 

II 



80. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan 

barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan 

melawan hukum ba1k sengaja maupun lalai; 

81. Tuntutan Pert:i~ndaharaan dan _ Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya 

disingkat TPTGR adalah suatu proses tuntutan melalui TP dan TGR 

bagi bendaharawan atau pegawai bukan bendaharawan yang , 
merugikan keuangan dan barang daerah. 

Bagian Kedua 

Ruang Lingkup 

Pasal 2 

Ruang Lingkup Keuangan Daerah meliputi : 

a. hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta 

melakukan pinjaman dan menerima pendapatan bunga dari deposito 

dana di bank; 

b. kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan 

daerah dan membayar tagihan pihak ketiga; 

c. penerimaan daerah, 

d. pengeluaran daerah, 

e. kekayaan daerah yang d1kelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, 

surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai 

dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan 

daerah; 

f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam 

rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan d~e,a.h dan/atau 

kepentingan umum 

Bagian ketiga 

Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pasal3 

(1) Keuangan Oaerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan 

perundang-undangan, efektif, efislt'!n, ekonomis, transparan, dan 



. ' 

bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan, 

dan manfaat untuk masyarakat; 

(2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa 

keuangan daerah dikelo!a secara tepat waktu dan tepat guna yang 

didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat 

dipertanggungjawabkan; 

(3) Taat pada peraturan perundangan-undangan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus 

berpedoman pada peraturan perundangan-undangan; 

(4) Efektif sebagaimana d1maksud pada ayat (1) merupakan pencapaian 

hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengc:!n cara 

membandingkan keluaran dengan hasil; 

(5) Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian 

keluaran yang maks1mum dengan masukan ter:i:entu atau penggunaan 

masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu; 

(6) Ekonomis sebaga1mana dimaksud pada ayat (j} merupakan 

pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada 

tingkat harga terendah 

(7) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip 

keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan 

mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah; 

(8) Bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan 

pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan 

yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian'·tujuan yang 

telah ditetapkan: 

(9) Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keseimbangan 

distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan 

distribusi hak dan kewaJiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif; 

(10) Kepatutan sebaga1mana dimaksud pada ayat (1) adalah tindakan atau 

suatu sikap y~ng d1lakukan dengan wajar dan proporsional; 

(11) Manfaat untuk· masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

bahwa keuangan daerah untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. 



BAB 11 

SISTEMATIKA SISTEM DAN PRDSEDUR 

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

KABUPATEN EMPAT LAWANG 

Pasal4 

(1) Sistematika sistem dan prosedur adalah sebagai berikl,lt: 

BABI PENDAHULUAN 

BAB II 

BAB Ill 

BABIV 

BABV 

BAB VI 

BAB VII 

Memuat uraian mengenai latar belakang dan 

tujuan penyusunan sistem dan prosedur 

pengelolaan keuangan daerah 

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH 

Memuat uraian tentang tugas dan wewenang 

pejabat yang terkait dalam pengelolaan 

keuangan daerah 

STRUKTUR APBD DAN KODE REKENING 

Memuat tentang struktur APBQ. dan kode 

rekening 

PERENCANAAN 

Memuat uraian mengenai tahapan 

perencanaan pembangunan dan prosedur 

penyusunan anggar.an 

PELAKSANAAN 
Memuat tentang "' pelaksanaan anggaran 

pendapatan, belanja dan pembiayaan, 

Pelaksanaan anggaran lanjutan SKPD dan 

prosedur perubahan APBD 

PENATAUSAHAAN 

Memuat uraian tentang penatausahaan 

pendapatan, belanja dan pembiayaan 

PENGADAAN BARANG DAN JASA 

Memuat uraian tentang kebijakan umum dan 

prosedur pembayaran pengadaan barang dan 

jasa 



BABVIII 

BAB IX 

BAB X 

BAB XI 

BAB XII 

BAB XIII 

PENGADAAN TANAH 

Memuat tentang kebijakan umum dan 

mekanisme pembayaran pengadaan tanah 

PERTANGGUNGJAWABAN 
,. 

Memuat uraian tentang akuntansi SKPD, 

akuntansi SKPKO dan Raperda tentang 

pertanggungjawaban 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Memuat tentang pembinaan, pelaksanaan 

terhadap Perda APBD 

PENGENDALIAN DAN MONITORING 

Memuat uraian mengenai tata cara 

pengendatian kegiatan yang bersumber dari 

APBD Kabupaten 

TUNTUTAN PERBENDAHARAAAN DAN 

TUNTUTAN GANTI RUGI DAERAH 

Memuat tentang informasi pemberitahuan, 

pemeriksaan dan cara penyelesaian kerugian 

daerah 

PENUTUP 

{2) lsi dan Uraian Sistem dan Prosedur sebagaimana dimaksud Pasal 2 

ayat 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang Udak 

terpisahkan dan Peraturan Bupati ini. 

BAB Ill 

PENUTUP 

Pasal 5 

(1) Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah disusun sebagai 

opersionalisasi dan pelaksanaan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 

13 tahun 2006 ten tang pedoman pengelolaan·· keuangan daerah dan 

Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan barang/jasa 

sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan peraturan 



presiden No.95 tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan 

Barang/Jasa lnstansi Pemerintah (Lembaran- Negara RI Tahun 2005 

Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4330). ·~ 

(2) Sistem dan prosedur 1ni akan menjadi pedoman dalam pengelolaan 

keuangan daerah secara berkesinambungan dan akan dir~bah sesuai 

kebutuhan atau Jika terdapat perubahan-perubahan yang mendasar dari 

perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal6 

Hal-hal yang belum ,diatur dalam Peraturan Bupati ini akan di tindaklanjuti 

dengan Keputusan Bupati 

Pasal7 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan Pe undangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita D rah Kabupaten Empat 

Lawang. 
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